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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pelabuhan yang sangat banyak, 

Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap upaya peredaran gelap narkotika 

dan kerap dijadikan sebagai jalur atau sasaran utama dalam distribusi ilegal 

tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara ketiga dengan tingkat transaksi 

dan penyalahgunaan narkotika tertinggi di dunia. Indonesia merupakan pasar 

yang strategis dan berpotensi besar bagi sindikat narkotika internasional dalam 

memperluas jaringan perdagangan gelap narkotika di kawasan ini. Di samping 

itu, pola hidup konsumtif yang cenderung materialistis serta mengalami 

kesulitan yang signifikan dalam mengakses lapangan kerja yang sesuai dengan 

standar kelayakan dan kesejahteraan adalah salah satu faktor utama individu 

menjadi seorang pengedar narkoba, dari hasil penjualan pengedar akan 

mendapatkan cukup banyak keuntungan yang berlipat ganda dan dapatkan 

menjadi ladang pekerjaan yang tidak baik dimata hukum (Rayhansyah, 

Mohamad, dkk, 2022:338-339). Narkotika  sesungguhnya  mempunyai  

kemanfaatan  jika  digunakan  secara tepat dan terukur sesui dengan standar 

keilmuan medis. Persolannya mucul ketika narkotika  diedarkan  secara  gelap  

serta  disalahgunakan  tanpa  memperhatikan standar  baku  dunia  kesehatan.  

Peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan narkotika inilah yang menimbulkan 

dampak multidimensional yang pada  akhirnya menjadi rasio legis kriminalisasi



2 
 

 
 

berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 ( Sugihartono,Made, dkk, 2023: 

74).   

Pada prinsipnya, narkotika memiliki kegunaan dan manfaat yang 

signifikan dalam bidang kesehatan, khususnya sebagai sarana pengobatan. 

Narkotika dikategorikan sebagai zat atau obat yang berperan penting dalam 

pelayanan medis, penelitian ilmiah, dan pengembangan teknologi. Namun, di 

sisi lain, penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis yang tepat dan tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan efek ketergantungan 

yang serius dan membahayakan. Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan 

narkotika untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, sekaligus mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika, 

diperlukan regulasi khusus di bidang narkotika. Keberadaan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika menjadi sangat esensial. Hal ini disebabkan karena tindak pidana 

narkotika dikategorikan sebagai extraordinary crime, yaitu kejahatan lintas 

negara yang bersifat kompleks dan dapat menjadi ancaman serius terhadap 

stabilitas serta masa depan suatu bangsa (Lampatta, Rizal dan Sulaiman, 

Herlina, 2022:122). 

Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Buleleng 

sudah sangat memprihatinkan serta telah memasuk zona merah, Buleleng 

menepalti urutaln ke-3 setelalh Denpalsalr daln Baldung (daltal berital ALtnews.id), hall 

ini dalpalt dilihalt setialp talhunyal alngkal penyallalhgunalaln nalrkotikal mengallalmi 

peningkaltaln. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba 
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Kepolisian Resor (Polres) Buleleng kalsus tindalk pidalnal nalrkotikal di Buleleng 

paldal talhun peningkaltaln sedalngkaln paldal talhun 2021 hinggal 2023 mengallalmi 

nalik turun halnyal saljal paldal talhun 2024 mengallalmi peningkan. 

Talbel 1.1 Daltal Kalsus Tindalk Pidalnal Nalrkotika 

2020 2021 2022 2023 2024 

60 44 27 31 85 

Daltal dalri Reserse Nalrkobal Polres Buleleng 

 Dalri halsil survie yalng dilalkukaln oleh Baldaln nalrkotikal Nalsionall yalitu 

aldal limal jenis kalsus nalrkotikal terbalnyalk yalitu salbu sebalnyalk 32.387 kalsus, 

galnjal sebalnyalk 4.184 kalsus, obalt kerals sebalnyalk 2.067 kalsus, galnjal sitensis 

sebalnyalk 1.213 kalsus sertal ekstalsi sebalnyalk 938 kalsus ( BNN, 2024: 3-24). 

Kalbupalten Buleleng dikenall dengaln kotal pendidikaln sertal menjaldi kotal yalng 

cukup balnyalk memiliki penduduk penda ltalng dalri kalbupalten hinggal dalri lualr 

provinsi, hall tersebut yalng membualt malralknyal penyebalraln nalrkotikal disetialp 

pelosok wilalyalh sertal menyalsalr semual lalpisaln malsyalralkalt talnpal melihalt staltus 

sosiall, sebelumnyal nalrkotikal menyalsalr kepaldal kallalngaln selebritis sertal musisi 

daln jugal pengusalhal.  

 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kalangan 

masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan tetap, 

tetapi juga merambah ke kelompok yang berpendidikan dan memiliki profesi, 

seperti pelajar dan mahasiswa. Yang lebih memprihatinkan, akhir-akhir ini 

penyalahgunaan narkotika bahkan telah menyentuh kalangan pegawai Aparatur 
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Sipil Negara (ASN) (Hulukalti, Rizki, dkk, 2019:17). Narkotika pada dasarnya 

memiliki manfaat apabila digunakan secara tepat dan terukur sesuai dengan 

standar keilmuan di bidang medis. Permasalahan l mucul ketikal nalrkotikal  

diedalrkaln  secalral  gelalp  sertal  disallalhgunalkaln  talnpal  memperhaltikaln stalndalr  

balku  dunia l  kesehaltaln.  Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika 

menimbulkan dampak multidimensional yang pada akhirnya menjadi dasar 

rasional pembentukan kriminalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah lainnya yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Pegawai ASN, selanjutnya disebut ASN, diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta fungsi 

kenegaraan lainnya, yang digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. ASN memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, serta tugas pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan 

publik, ASN memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung maupun 

dalam bentuk layanan administratif yang disediakan oleh instansi pemerintah. 

Selanjutnya, tugas pemerintahan dijalankan dalam rangka menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan umum, yang mencakup pengelolaan kelembagaan, 

kepegawaian, dan ketatalaksanaan (Naltsir, ALbralr, dkk, 2021:14).  

Dalam upaya penanggulangan narkotika, pemerintah telah membentuk 

regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta 
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Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai langkah strategis untuk 

menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang, khususnya di wilayah 

Kabupaten Buleleng. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan 

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, yang berbunyi: 

“Pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat 

daerah, lembaga atau instansi vertikal yang relevan, serta pemerintah 

desa dan kelurahan. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) huruf (d) 

menyatakan bahwa: "Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah 

diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menyalahgunakan 

dan/atau tidak mengedarkan narkotika maupun prekursor narkotika. 

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kesejahteraan, mengelola urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 

menangani urusan pemerintahan di bidang sosial, membidangi urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan, membidangi urusan pemerintahan di 

bidang ketenagakerjaan, dan membidangi urusan pemerintahan di bidang 

pemerintahan desa, semuanya termasuk dalam kategori perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

Pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan bentuk intervensi 

terstruktur yang dijalankan oleh pemerintalh bertujualn untuk mencegalh 

ALpalraltur Sipil Negalral tidalk terlibalt dallalm penyallalhgunalaln nalrkotikal. 

Pemerintalh mempunyali peralnaln besalr dallalm upalyal penyelenggaraan 
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pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip good governance, khususnyal 

melallui pelalyalnaln ALpalraltur Sipil negalral. Kode etik merupalkaln lalndalsaln 

ketenalgalkerjalaln balgi pegalwali pemerintalh. Hall ini menyiraltkaln balhwal ALSN 

mempunyali kewaljibaln untuk menjalgal stalndalr morall, yalng alkaln meningkaltkaln 

halsil daln ralsal talnggung jalwalb sosiall. Dallalm menjallalnkaln tugalsnyal, ALSN 

dihalralpkaln menjunjung tinggi kode etik daln memenuhi komitmen. Bersalmalaln 

dengaln kode etik daln perilalku pegalwali negeri, kewaljibaln ini menjaldi pedomaln 

sikalp daln perilalku merekal balik di lingkungan instansi maupun di luar institusi 

tempat bekerjal. Membalngun pegalwali pemerintalh yalng bertalnggung jalwalb, talalt 

hukum, daln tidalk melalnggalr hukum dallalm menjallalnkaln tugalsnyal merupalkaln 

sallalh saltu calral untuk mentalalti tugals daln perilalku morall yalng ditentukaln dallalm 

kode etik. Menjalgal kedisiplinaln perlu dilalkukaln algalr ALSN tetalp profesionall, 

selalin halrus berpegalng paldal kode etik. ALSN waljib mengedepalnkaln disiplin 

dallalm kode etiknyal, yalng meliputi malnaljemen walktu daln disiplin kerjal. Balnyalk 

pegalwali pemerintalh yalng mengalnggalp remeh disiplin. Kinerjal merekal sebalgali 

pegalwali negeri terpengalruh oleh hall yalng tidalk balik (Faluzal, Vegal daln Berlialn, 

Nalthalsyal, 2023:680).  

Beberapa kasus yang terjadi di lapangan menunjukkan keterlibatan 

oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak penyalahgunaan narkotika. 

Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengutip pemberitaan yang memuat 

keterlibatan ASN sebagai contoh konkret dalam kajian ini. Dalri berital yalng 

dipublikalsikaln oleh Jalwal Pos.com,  kalsus yalng terjaldi paldal talhun 2022 dimalnal 

melibaltkaln pegalwali ALpalraltur Sipil Negalral daln Kepallal Lingkungaln Balnjalr 
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Tegall, BNN mengungkalpkaln balhwal kalsus alpotek salbu-salbu di Singalraljal di 

kelolal oleh 11 alnggotal kelualrgal dimalnal alpotek salbu-salbu di kelolal lalngsung 

oleh Tom sebalgali kelalpal kelualrgal. ALpotek salbu-salbu menggunalkaln metode 

penjuallaln nalrkotikal lalngsung ditempalt penjuall, juall beli sertal memalkali nalrkobal 

dilalkukaln di rumalh pelalku selalnjutnyal Sugialnyalr menjelalskaln sudalh tercaltalt 

100 oralng pemalkali yalng terdalftalr daln tercaltalt di halndphone milik Tom. BNN 

menyital 54 palket salbu-salbu kristall bening sialp palkali seberalt 35,69 gralm. Tom 

bersama anggota keluarganya diduga melakukan penjualan sabu-sabu dalam 

kemasan paket seberat 0,1 gram dengan harga satuannya sebesar Rp200.000. 

Kepallal BNN menyalpalikaln balhwal  pemalkali halnyal mendalpaltkaln rehalbilitalsi 

sementalral itu balgi pengedalr daln balndalr ditindalk tegals melallui jallur pidalnal 

(Mubyalrsalh, Raltri, Laltu, 2022:1).  

Dalri berital yalng dipublikalsikaln oleh RRI.com.id, kalsus yalng terjaldi 

paldal talhun 2024 yalng melibaltkaln pegalwi ALpalraltur Sipil Negalral, polisi 

mengalmalnkaln GWP (38) yalng berstaltus sebalgali pegalwali ALpalraltur Sipil 

Negalral, KD (42), MW (51), daln KB (42) yalng berstaltus sebalgali penjuall 

nalrkotikal. Polisi melalkukaln penalngkalpaln terhaldalp GWP paldal kalmis 29 Juli 

2024 disebualh perumalhaln di Kecalmaltaln Buleleng, berdasarkan hasil 

penangkapan oleh pihak kepolisian, ditemukan sejumlah barang bukti berupa 

butiran kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat 0,48 gram 

bruto dan 0,22 gram netto, satu buah alat isap (bong), serta satu buah sedotan 

kaca (pipet). 
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Sementalral penalngkalpaln tersalngkal KD, MW, KB dilalkukal paldal Jumalt 

5 Juli 2024 sekitalr pukul 09.00 Wital di Balnjalr Dinals Munduk  Kecalmaltaln 

Balnjalr, polisi berhalsil mengalmkaln sejumlalh barang bukti terdiri atas 71 paket 

yang secara indikatif mengandung unsur narkotika jenis salbu-salbu dengaln beralt 

52,14 gralm bruto, 3 bualh bong, 2 bualh sedotaln kalcal, sertal 1 buku caltaltaln 

pembelialn balhaln nalrkotikal jenis salbu-salbu. Tersangka GWP diduga melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana penjara dengan 

durasi paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta l 

dendal palling balnyalk Rp. 18 millialr. Sementalral itu, KD, MW,KB melalnggalr 

Palsall 114 terkalit juall beli nalrkotikal golongaln 1 lebih dalri 5 gralm dengaln 

alncalmaln hukumaln malti, sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, disertai 

dengan pidana denda maksimum sebagaimana tercantum dalam ayat (1), yang 

dapat diperberat hingga sepertiganya (Sumalmpaln, Sukmal, 2024:1). Dalam 

menghadapi peredaran narkotika yang semakin berkembang, penegakan hukum 

terhadap tindak pidana narkotika menjadi sangat krusial. Dalam hal ini, aparat 

penegak hukum seperti Kepolisian memegang peranan penting dalam upaya 

penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkotika. Kepolisian sebagai 

salah satu institusi penegak hukum di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi masyarakat serta mewujudkan keamanan dan ketertiban. 

 Oleh karena itu, Kepolisian berperan dalam menghentikan 

penyalahgunaan narkotika, termasuk yang terjadi di wilayah Kabupaten 
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Buleleng, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara. Adapun dasar 

hukum yang melatarbelakangi penelitian ini merujuk pada Pasal 70 huruf C 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional, 

yang menyebutkan bahwa BNN: “Berkoordinalsi dengaln Kepallal Kepolisialn 

Negalral Republik Indonesial dallalm pencegalhaln daln pemberalntalsaln 

penyallalhgunalaln daln peredalraln gelalp Nalrkotikal daln Prekursor Nalrkotikal”. 

Narkotika menjadi dasar acuan utama dalam proses penegakan hukum 

terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaannya. Dalam 

pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) guna menekan laju peningkatan angka kejahatan 

narkotika yang mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Sebagai bentuk 

komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap 

narkotika di Indonesia, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 

2020 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

Tahun 2020–2024 yalng dimalnal paldal bidalng pencegalhaln menjelalskaln tentalng 

penyedialn daln penyebalraln informasi mengenai upaya pencegahan terhadap 

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ditujukan kepada berbagai 

elemen negara, meliputi pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri), serta masyarakat secara umum. 

 Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menekan 

penyalahgunaan narkotika di seluruh lapisan masyarakat dan institusi 
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pemerintahan. Instruksi Presiden dirumuskan sebagai bagian dari upaya 

strategis untuk memusatkan langkah-langkah dalam mewujudkan visi 

“Indonesial Negeri Bebals Nalrkobal” (Suraltal, Nyomaln, daln Salntikal, Gede, 

2019:109). ALdalpalun dals sein yalitu dapat ditinjau dari data yang diperoleh dari 

Saltualn Reserse Nalrkobal Polres Buleleng berhalsil melalkukaln pengungkalpaln 

kalsus nalrkotikal oleh ALpalraltur Sipil Negalral dallalm dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir, rincian atau uraian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Talbel 1.2 Daltal Pemalkali Nalrkotikal ALpalraltur Sipil Negalral 

Talhun Jumlalh 

2020 1 

2021 0 

2022 0 

2023 1 

Pernovember -2024 2 

            Sumber: Reserse Nalrkobal Polres Buleleng 

Dalri talbel dialtals dilihalt balhwal daltal 4 (empalt) talhun teralkhir mengallalmi 

nalik turun halnyal saljal paldal talhun 2024 mengallalmi peningkaltaln dalri talhun 

sebelumnyal. ALpalraltur Sipil Negalral sebalgali pelalyalnaln publik memiliki 

talnggung jalwalb besalr terhaldalp malsyalralkalt. Penyallalhgunalaln nalrkotikal oleh 

ALpalraltur Sipil Negalral merupalkaln serius yalng alkaln merusalk citral pemerintalh 

altalu kinerjal instalnsi pemerintalhaln, penyelenggalralnaln lalyalnaln terhaldalp 

malsyalralkalt dalpalt ditentukaln oleh mentallitals daln kredibilitals ALpalralt 

Pemerintalh. Jikal nalrkotikal telalh menyalsalr ALpalraltur Sipil Negalral alkaln malmpu 
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memberikaln dalmpalk yalng negaltif terhaldalp kinerjal ALpalrtur Sipil Negalral daln 

dengaln sendirinyal alkaln melemalhkaln sektor pelalyalnaln malsyalralkalt (Komisi 

ALSN, 2022:1). Fenomena keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam 

penyalahgunaan narkotika l khususnyal di wilalyalh Kalbupalten Buleleng yalng 

menjaldi persoallaln cukup serius, kuralngnyal pengalwalsaln menyebalbkaln 

peningkaltaln kalsus penyallalhgunalnal nalrkotikal oleh sebalb itu aldalpun beberalpal 

upayal telah dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Buleleng sebagai upaya 

untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika khususnyal di kallalngaln ALSN 

mengigalt balhwal ASNl merupalkaln telaldaln sertal contoh yalng balik balgi 

malsyalralkalt (Nalsution, Syalfril, 2024:68). (Suraltal, Nyomaln, daln Salntikal, Gede, 

2019:111).  

Kondisi ini sangat bertentangan dengan semestinya, mengingat 

Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi teladan yang baik serta 

berperilaku santun dalam memberikan contoh positif kepada masyarakat, bukan 

justru mencoreng dan merusak citra institusi. Sebaliknya, ASN seharusnya 

memiliki peran strategis dalam upaya membendung dan mencegah peredaran 

narkotika, baik di lingkungan masyarakat maupun secara khusus di lingkungan 

institusi pemerintahan yang merupakan representasi negara (Hulukalti, Rizki, 

ddk, 2019:18). Laltalr belalkalng inilalh yalng mendorong penulis untuk menulis 

“Peralnaln Kepolisialn Dallalm Mencegalh Penyallalhgunalaln Nalrkotikal Di 

Lingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral Kalbupalten Buleleng”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat 

diperoleh beberapa identifikasi masalah yang meliputi: 

1. Penyallalhgunalaln nalrkotikal menyalsalr kallalngaln ALpalrtur Sipil Negalral. 

2. Meningkaltnyal kalsus penyallalhgunalaln nalrkotikal di lingkungaln ALpalraltur 

Sipil Negalral. 

3. Kuralngnyal pengalwalsaln terhaldalp ALpalraltur Sipil Negalral. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dallalm penulisaln kalryal tulis yalng bersifalt ilmialh ini, salngalt perlu 

diperjelals terkalit di dallalm yalng alturalnnyal sebalgali baltals rualng lingkup 

permalsallalhaln yalng dikalji untuk menghindalri isi altalupun malteri pembalhalsaln 

yalng menyimpalng sertal algalr malteri yalng dibalhals tidalk menyimpalng jaluh dalri 

pokok permalsallalhaln yalng telalh dialnallisis. Malkal oleh sebalb itu, perlu dilalkukaln 

pembaltalsaln terhaldalp rualng lingkup yalng alkaln dibalhals nalntinyal. Berdalsalrkaln 

paldal identifikalsi permalsallalhaln, aldalpun uralialn pembaltalsaln malsallalh yalitu 

berupal balgalimalnal peraln Kepolisialn dallalm mencengalh penyallalhgunalaln 

nalrkotikal di lingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral Kalbupalten Buleleng sertal 

halmbaltaln daln talntalngaln yalng dilalkukaln Kepolisialn dallalm mencegalh 

peyallalhgunalaln nalrkotikal dilingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral Kalbupalten 

Buleleng. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan materi di atas, penulis menemukan 

permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Peralnaln Kepolisialn Dallalm 

Mencegalh Penyallalhgunalaln Nalrkotikal di Lingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral 

Kalbupalten Buleleng tersebut alntalral lalin: 

1. Balgalimalnal peralnaln Kepolisialn dallalm mencegalh penyallalhgunalaln 

nalrkotikal dilingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral Kalbupalten Buleleng? 

2. Balgalimalnal halmbaltaln daln talntalngaln Kepolisialn dallalm mencegalh 

penyallalhgunalaln nalrkotikal dilingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral 

Kalbupalten Buleleng? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian, tentunya harus terdapat tujuan yang akan 

dicapai oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berpegang pada rumusan 

masalah dalam merumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kalitaln 

serta peralnaln kepolisialn dallalm menalgalni kalsus naltkotikal di lingklungaln 

ALpalraltur Sipil Negalral malkal di halralpkaln aldal tindalkal preventif yalng 

mencegalh ALpalraltur Sipil Negalral untuk tidalk terlibalt dallalm 

penyallalhgunalaln nalrkotikal.  
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1.5.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk melakukan pengkaljian daln alnallisis peralnaln Kepolisialn dallalm 

mencegalh penyallalhgunalaln nalrkotikal di lingkungaln ALpalraltur Sipil 

Negalral Kalbupalten Buleleng. 

b. Untuk melakukan pengkaljian daln alnallisis balgalimalnal halmbaltaln daln 

talntalngaln Kepolisialn dallalm mencegalh penyallalhgunalaln Nalrkotikal 

di lingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral Kalbupalten Buleleng. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu 

aspek teoritis dan aspek praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini antara lain sebagai berikut:   

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 

teoritis terhadap pengembangan konsep dalam hukum nasional peralnaln 

Kepolisialn dallalm mencegalh penyallalhgunalaln nalrkotikal di lingkungaln 

ALpalraltur Sipil Negalral Kalbupalten  Buleleng. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Balgi Pemerintalhaln  

Penelitian ini diharapkan dapat dalpalt memberikaln gagasan 

sertal menjaldi evallualsi balgi pemerintalh dallalm upalyal pencegalhaln 
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penyallalhgunalaln nalrkotikal dilingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral 

Kalbupalten Buleleng.  

b. Balgi Malsyalralkalt 

Penelitian ini diharapkan dapat menjaldi salralnal pengetalhualn 

dalm pemalhalmaln alkaln pentingnyal peralnaln Kepolisialn dallalm 

mencegalh penyallalhgunalaln nalrkotikal lingkungaln ALpalraltur Sipil 

Negalral Kalbupalten Buleleng. 

c. Balgi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjaldikaln balhaln refrensi 

altalu sumber dallalm pengerjalaln tugals sertal penelitialn lalinnyal yalng 

berkalitaln dengaln peralnal Kepolisialn dallalm mencegalh 

penyallalhgunalaln nalkotikal di lingkungaln ALpalraltur Sipil Negalral 

Kalbupalten Buleleng.  

 


